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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
limpahan berkal dan karunia-Nya Depull Bidang Hukum dan Kerja Sama dapal
menyelesaikan Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun
2023 sesual dengan waktu yang ditentukan.

Laporan kinena merupakan bagian dari upaya Deputi Bidang Hukum dan
Kenja Sama BNN dalam rangka penguatan kinerja dan pemenuhan kewajiban
lembaga/badan sebagaimana lertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor B
Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemarintah dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuniabiiitas Kinerja
Instansi Pemerintah,

Di samping itu laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang
Hukum dan Kerja Sama BNN atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam
mendukung tugas BNN atas peiaksanaan Program Pencegahan dan
Pembarantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kera Sama Tahun 2023
merupakan laporan kinetja Deputl Bidang Hukum dan Kera Sama BNN yang
menyajikan tingkal pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja
Sama BNN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinena Deputi Bidang Hukum
dan Kerja Sama BNN Tahun Anggaran 2023,

Dirarapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektf tentang kinerja yvang
telah dihasilkan Deputi Bidang Hukum dan Kaga Sama BNN dan dapat
dimanfaatkan sebagal hahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program/kegiatan.
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Pada akhimya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada
semua pihak yang telah membantu lerselesaikannya Laporan Kinera Deputi
Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN tahun 2023, semoga Tuhan Yang Maha Esa
selalu membenkan periindungan kepada kifa dalam upaya mewujudkan

masyarakat Indonesia yang bersih dan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkolika dan Preiursor Narkolika.

Jakarta, ‘¢ Januari 2024
Deputi Hukum dan Kerja Sama

Drs. Agus Irianto, S.H., M.Si., M.H,, Ph.D.
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RINGKASAN LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA
TAHUN 2023

Deputi Bidang Hukum dan Keria Sama BNN menstapkan fargel dan
sasaran kinena yang akan diaksanakan dalam satu tahun anggaran, Sasaman
yang ingin dicapal adalah “meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja
sama nasional dan intemasional bidang PAGN™ dicapal melalui 2 (dua) indikator
kinefia yaitu indeks layanan hukum bidang P4GN dan persentase efektivitas
karja sama nasional dan Internasional

Kebarhasitan pancapaian sasaran melalul indikator kinerja indeks layanan
hukum bidang P4GN dengan realisasi capaan 3,89 dad target capalan 4 atau
sabesar 97 25% Keberhasian pencapaian sasaran melalul efekiivitas kerja
sama nasional dan intemasional sebesar 107.44% Hasil ini melebihi targel
capaian yang ingin dicapai sebesar 100% sehingga persentase pencapaian
kinerja sebesar 107 44%. Hal Ini disebabkan karena sudah berakhimya
pandemi covid-19 di Indonesia dan intemasional, sahingga kera sama BNN
dengan milra kera sama dalam dan luar negen dapat teraksana dengan baik.
Namun demikian, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama akan terus berupaya
untuk mencapai targel kinerja yang telah ditentukan,

Pencapaisn program Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2023
didukung dengan alokasl anggaran sebesar Rp.12.501.077.000,- dengan
realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.12.042.429.699- alau prosentase
realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,33%.
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A,

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

ermasslahan penyaiahgunaan dan peradaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotka di Indonesia sudah pada lingkal yang
mempnhaltinkan dan telah menimbulkan banyak korban anak bangsa
yang mall sia-sia karena menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkolika.
Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak lepas dari pengamuh
perkembangan global dan merupakan kejahatan yang dilakukan secara
terorganisir, tanpa batas (global) dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai
suku bangsa) serta merupakan kejahatan luar iasa (extraordinary crima). Oleh
karena ilu, upaya penanganannya pun harus dilakukan secara global dan
prinsip “common and shared responsibility”

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan yaitu
sosial. ekonomi, dan ketahanan nasional bangsa. [Oi bidang sosial,
permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkolika berdampak pada limbulnya
kejahatan yang menyeral (mialed cnmes) dan luril  mempercepal
berkembangnya HIV/AIDS dan hepatitis

Di bidang ekonomi, permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika
dapat menmbulkan kerugtan yang sangal besar. Hasil survael nasional yang
ditskukan Badan Narkotka Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusal
Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes Ul) pada tahun 2014
meanyimpulkan total kerugian bigya ekonomi diperiirakan sekitar Rp. B3 1 trillun
(blaya private dan biaya sosial) meningkat tajam sekitar 24 kali lipat
dibandingkan tahun 2011. Peningkatan biaya tersebut disebabkan faktor
peningkatan harga pasaran Narkolika dan Prekursor Narkotika, terutama
putaw, shabu, dan berbagai jenis Narkotika dan Plehumurﬂmtntﬂtltnnnﬂ
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Sedangkan di bidang ketahanan nasional permasalahan Narkotka dan
Prekursor Narkotika berdampak pada kerusakan generasi bangsa (los!
generation),

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh BNN bekerja sama
dengan (Puslitkes Ul) tahun 2018, diperoleh angka pravalensi penyalah guna
narkoba pada kelompok pefajar dan mahasiswa sebesar 1,9% alau dengan
kata fain 2 dari 100 orang pelajar dan mahasiswa menyalahgunakan Narkoba,
sedangkan berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34
Provinsi Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Narkotlkka Nasional
bekena sama dengan Pusal Peneliian Kesehatan Universitas Indonesia,
diperoleh angka prevalensi penyalahguna Narkoba sebesar 1,77% dari total
penduduk Indonesia atau sejumiah 3 376.115 orang pada kelompok usia 10 -
59 tahun Sementara itu, berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2018 Kelompok Pelajar dan Mahasiswa
angka prevalensi penggunaan Narkoba di kalangan pelajar atau mahasiswa
sebesar 3,2% atau setara depgan 2.297 482 orang dari 15440 000 orang,
Kelompok Pekerja angka prevalensi panggunaan Narkoba di kalangan pekerja
sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang darn 74.030.000 orang. Dan
berdasarkan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba Tahun 2019, dipesolah angka prevalensi peryalahtiguna Narkoba
sebesar 1,8% dan total penduduk Indonesia atau sejumiah 3 419.188 orang
pada kelompok usia 15 — 84 tahun,

Sementara itu, hasil survei memperlihatkan bahwa angka prevalensi
penyalahgunaan narkoba salahun pakal pada tahun 2021 adalah sebesar
1,85% . Artinya 185 dan 10.000 penduduk usia 15-54 tahun memakai narkoba
dalam satu tahun lerakhir, Sedang angka prevalensi pernah pakal sebesar
2.57% atau 257 darl 10.000 penduduk usia 15 - 64 tahun pemah memakal
narkoba. Angka prevalensi setahun pakal lebih kecil darl angka prevalensi
pemah pakai, menunjukkan bahwa kemungknan sabagian panduduk usia 15.
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84 tahun yang pemnah pakai narkoba, dalam setahun lerakhir sudah tidak
memakai narkoba lagl

Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dan tahun ke
tahun, terfihat dari angka prevalens: penyaiahgunaan narkoba yang selaly
meningkat Selama periode 2019-2021, angka pravalensi penyatahgunaan
natkoba setahun pakal meningkat sebesar 0,15% dan 1,80% tahun 2019
menjadi 1,95% pada fahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihal dan
jumiah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar
3662 646 orang penduduk usia 1584 tahun selama setahun lerakhir,
maningkat sebanyak 243 458 orang dibandng tahun 2018 (3.418.188 orang).
Sementara itu. angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pemah pakai.
meningkat sebesar 0,17% dari 2 4% lahun 2018 menjadi 2,57%. Apabila dilihat
niial absolutnya, pada tahun 2027 diperkirakan sebanyak 4 827 618 penduduk
usia 15-84 tahun permah memakai narkoba, jumiah ini lebih banyak 292,872
orang dibandingkan tahun 2019 (4 534 744 orang). Kenaikan angka prevalensl
tersebut juga mencerminkan teradinya peningkatan peredaran narkoba di
masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah
hanya datam kurun wakiu dua tahun

Mencermali perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotka, saat ini telah mencapai situasi yang
mengkhawatirkan, sehingga menjadi perscalan kenegaraan yang mendesak.
Karena penyalahgunaan Markotika dan Prekursor Narkotka bukan hanya
dilakukan oleh orang dewasa dan mahasiswa telapi juga pelajar SD hingga
pelajar selingkal SMU. Remaja merupakan golongan yang rentan lerhadap
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena selain memiliki
sifat dinamis, energik, dan selalu ingin lahu. Mereka juga mudah tergoda dan
putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkotika
dan Prekursor Narkotika,
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Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNN memeagang
pasisi yang sangat strategis dalam menyatukan langkah untuk menggerakkan
seluruh instansi pemerintah maupun komponen masyarakal dengan lebib
sarius, aktif dan ambisius untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan
MNarkotika dan Prekursor Narkotika yang merupakan lugas bersama seluruh
komponan masyarakal, bangsa dan negara dalam melaksanakan program
pencegahan dan pemberantasan penyalshgunaan dan peredaran gelasp
MNarkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) egar permasalahan
panyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
dapal segera diatasi.

Deputi Bidang Hukum dan Kera Sama merupakan unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungs: BNN di bidang hukum dan kerja sama, maka dalam
menyelenggarakan fungsinya, Depuli Bidang Hukum dan Kerja Sama
mampunyai lugas mealaksanakan P4GN di bidang hukum dan kera sama.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
perfanggungjawaban program kegiatan dan capaian kinera, Deputi Bidang
Hukum dan Kera Sama BNN berkewajiban menyusun Laporan Kinera
Instansi Pemerintah (LKIP) sebagal bentuk pertanggungjawaban badan publik
secara transparan dan akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. LKIP
ini disusun sebagal akuntabiiitas kinerja atas pelaksanaan lugas pokok dan
fungsi Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama sebagaimana diasmansatkan
dalam Peraluran Pemarintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XIMPR/1998 tentang Penyslenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepolisme.
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10.

1"

12.

13

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerinlah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tenlang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akunitabiiitas
Kineria Instansi Pemetintah (SAKIP).

Peraturan Mentes| Pendsyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penanjian
Kinerja, Pelaparan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinena
Instans) Pemenntah.

Peraturan Badan Narkobika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tala Kerja Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomotr 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor § Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional,
Peraturan  Kepala  Badan  Narkotka  Nasional  Nomor
KEP/388/XI2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan
Laporan Kinerja Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun
2020-2024.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Sistern Akuntabilitas Kinefja di Lingkungan Badan
Narkotika Nasional.

Rencana Strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan
Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.
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C.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1 Kedudukan
Deputl Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kera sama.
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, yang
dipimpin cleh Deputi.

2. Tugas
Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyal tugas
melaksanakan PAGN di bidang hukum dan kerja sama

3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Hukum dan Ketja
Sama menyaienggarakan fungsi
a penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan
teknis PAGN di bidang hukum dan kerja sama:
b.  penyusunan dan perumusan noma, standar, krtera. dan
prosedur kefja sama nasional, regional dan intermasional di

bidang PAGN,

¢ penyusunan pengkajisn dan perumusan perundang-undangan di
bidang PAGN,

d pelaksanaan kpordinasi, integrasi, dan sinkronisasl di bidang
hukumn dan kena sama,

e pélaksanaan bantuan hukum di bdang PAGN;

f pelaksanaan pembinaan hukum di bidang PAGN;

g pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di
bidang PAGN. dan

h pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
P4GN di bidang hukum dan kefja sama.
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D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
sebagaimana disebul dalam Peraluran Badan Narkotika Nasional Nomor 5
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
adalah sebagai benkut
1 Deputl Bidang Hukum dan Kerja Sama;
2 Diraktorat Hukum, dan
3 Direktorat Kera Sama

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA
SAMA

DIREKTORAT
HLIKLM

DIREKTORAT
KEHRIA SAMA

5U8 DIREKTORAT
BANTUAN HUKLIM

SUB DIREKTORAT 5UB DIREKTORAT
KERIA SAMA NASIONAL KERIA SAMA REGIDONAL
DAN
INTERNASKONAL

SEKSI
FEMDBELAAN
HLUELU KQORDINATOR

K : DAN KELOMPOK
DORDINATOR IABATAN EUNGSIONAL
DAN KELOMPOR

JABATAN FUNGSIONAL
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Sistematika
LKIP Deputl Bidang Hukum dan Kerja Sama Tahun 2023 disusun
dengan sistematika sebagal berikut
Bab| Pendahuluan
Bab Il Perencanaan Kinerja
Bab Il Akuniabilitas Kinerfa
Bab IV Penutup
Lampiran
1, Parjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap periu
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

encana Kinerja merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran
stratogis kegiatan yang diwakili dengan Indikator Kinena Frogram (IKP) dan
target yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun
2023,

Laporan Kinerfa Inslansi Pemerintah (LKIP) Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama
Tahun 2023, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsl
Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama sebagai salah satu unsur pelaksana tugas
Badan Narkotika Nasional untuk mendukung terwuudnya good govemance
berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berliaku, kebijakan yang
transparan dan dapst diperlanggungjawabkan.

A. Rencana Strategis

erencanaan stralegis merupakan langkah awal yang harus ditempuh
oleh setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan
sesual dengan tugas pokok dan fungsl yang diembannya. Perencanaan
strategis memilki peran yang sangal penting untuk menuntut instansi
pemerintah dalam memberikan kontnibusi bagl upesya mewujudkan cita-cita
bangsa dan negara sesuai dengan lugas pokok dan fungsinya.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelaniutan
darl pengambian keputusan yang bensiko tentang masa depan, dengan
memaniaatkan sebanyak-banyaknya pengelahuan yang antisipatif, dan
mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan
tersebut serta mengukur hasil melalul umpan balik yang teromganisasi dan
sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efekiifilas program. maka setiap
satuan kera di ingkungan Badan Narkotika Nasional harus lerus menerus
melakukan parubahan ke asrah yang lebih balk dengan berpedoman kepada
rencana stralegis,
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Perubahan tersebul harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten

dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinetja
yang barorientasi pada pencapaian hasl|

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibual oleh Kepala Badan Narkotika Nasional untuk
dimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misl dan
tujuannya, serta memaksimalkan Kkeunggulan kompetitif (compelilive
advantages) dan  meminimalkan  kelemahan kompetitif (compefitive
disadvantages). yang merupakan kebutuhan nyata uniuk mengatas: persoalan
yang dihadapi oleh Deput Bidang Hukum Dan Kenja Sama ini.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama sebagai satuan kerja pada BNN
mempunyai visi sebagai benkut

vist ‘Mewujudkan masyarakal yang ledindungi dan
terselamatkan dan kejahatan narkotika dalam rangka
menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandid, dan
berkepnbadian, berdasarkan golong-royong”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut. dalam pelaksanaannya
diperlukan adanya misi. Pengertan dan misi lersebul adalah sesuatu yang
harus dilaksanakan oleh instansi pemenntah agar tujuan Direklorat Kerja Sama
dapal terlaksana dan berasil dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan
visi tersebut Deputi Hukum dan Kerja Sama menetapkan mis| sebagal berikut

MIS! ‘Mengembangkan  dan  memperkual  kapasilas

kelembagaan” |
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Dalam rangka mencapal visi dan misi Deputi Bidang Hukum dan Kera
Sama, maka visi dan mis| tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang
lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis Direktorat
Kerja Sama. Tujuan sirategl merupakan penjabaran atau implementasi dari
parmyataan misl yang akan dicapal atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 {satu)
sampal 5 (lima) tahun, Tujuan strategis Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
adalah

TUJUAN ‘Melindungi dan Menyslamatkan Masyarakat dan
Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkolika™

Selunjutnya, berdasarkan tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam
sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuaty yang
akan dihasilkan dalam kurun wakw 5 (lima) tahun, Dalam Rencana Strategis
Deputl Bidang Hukum dan Kefja Sama tersebut, sasaran strategis yang akan
dicapail oleh Deputi Bidang Hukum Dan Kerja Sama adalah.

SASARAN ‘Meningkalnya produk dan layanan hukum serfa keda
STRATEGIS sama nasional dan infernasional bidang P4GN® |

Rencana kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran kebih anut dan
Rencana Strategis (Renstra) BNN dan Renstra Depuli Bidang Hukurm dan kerja
Sama tahun 2020 — 2024 yang di dalamnya memust seluruh target kinerja yang
hendak dicapai pada tahun 2023 Berdasarkan alas rencana kinerja @hunan
tersebut, selanjutnya menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKAKL), Selelah mendapatkan persstujuan anggaran
dar Kementerian Keuangan selanjutnya Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
menyusun Penanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan
kedudukan, tugas pokok dan fungsi sampai dengan unit ession [, Perjanjian
Kinefja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit Deputi
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Bidang Hukum dan Kesrja Sama yang bersangkutan pada akhir tahun 2023, dan
akan dilaporkan dalam Laporan Kinefja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023

Rencana Kinarja
erdasarkan visi, misi. tujuan, dan sasaran sirategis di atas, Depufi
Bidang Hukum dan Kerja Sama mengtapkan rencana lknefja tahun
2023 Rencana kinera terdiri dan sasaran, indikator Kinerja dan targel
yang ingin dicapai. Sasaran siratagis Depuli Bidang Hukum dan Kerja
Sama adalah meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerja sama
nasional dan internasional bidang P4GN. Indikator kinera dan target yang
ingin dicapai Deputi Bidang Hukum dan Kera Sama yaitu Indeks layanan
hukum bidang P4GN dengan largel capaian sebesar 4 dan persentase
efektifitas kerjasama nasional dan internasional dengan target pencapalan
sebesar 100%.

Parjanjian Kinerja

penangian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggl kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah unluk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dangan
indikalor kinerja Melalul Perjanjian Kinera, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penenma dan pembern amanah atas
kineta terukur tertentu berdasarkan tugas. fungsi dan wewenang serta sumber
daya yang tersedia. Kinerja yang disepakall tidak dibatasi pada kinerja yang
dinasilcan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)
yang seharusnya ferwujud akibal kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian targel kinefja yang diperanjikan juga mencakup oulcome yang
dihasilkan dan kegiatan tahun-lahun sebelumnya, sehingga terwujod
kesinambungan kinefja setiap tahunnya, Tujuan penyusunan Perjanjian Kinera
adalah untuk:
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1 sebagsi wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinera
aparatur;

2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagal dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. sebagai dasar penilman keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. sebagal dasar bagi pemberi amanah untuk metakukan monitoring, avaluasi
dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinera penenma amanah; dan

5 sebagal dasar dalam penelapan sasaran kinerja pegawai

Dokumen Perjanjian Kinerja tingkat unit kerja bensikan Sasaran Strategis,
Indikator Kinerja, dan Target dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

Unit Kerja Eselon | : Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

Tahun Anggaran  :@ 2023

Target

kerjasama nasional dan
intemasional

T | 2 3 4

1 Meningkatnya produk dan Indeks layanan hukum 4
layanan hukum sarta kerja bidang PAGN
sama nasional dan r
internasional bidang PAGN | Persentase efektifitas 100%
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AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Penanjian Kinerja Depuli Bidang Hukum dan Kerja Sama tahun 2023
menetapkan 1 (salu) sasaran siralegis yang akan dicapal, dengan indikator
kinaria utama sebanyak 2 (dua) indikator.

Berikul ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran stralegis tahun 2023
dan penjelasan hasil capaian 2 (dua) Indikator Kinerga Program (IKP)
sebagaimana terfihat pada tabel di bawah ini

Capaian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama

Tahun 2023

Sasaran Target
= 2 3
Meningkatnya Indeks layanan 4 3.80 87.25% |
praoduk dan hukum bidang PAGN
layanan hukum '
| .. 100% | 107 .44% | 107 44%
serta kerja SaMa | parsantase efekfifitas |
nasional dan kerjasama nasional
intemnasional dan intemasional |
bidang PAGN !

Guna mengetahui lebih jauh lentang capaian kinetja yang telah dilakukan
Deputi Bidang Hukum dan Karja Sama selama kurun waktu tahun 2023, periu
dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkailan dangan
pencapaian kinerja tahun beralan Analisis dilakukan dengan menyajikan
parkambangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.
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Hasil dari analisis dan evaluasi capaian kinerjia Deputi Bidang Hukum dan
Karja Sama pada tahun 2023 dapat dilihat dati pencapaian sasaran stralegis
di bawah ini. Adapun hasll pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian
Kinera Deputi Bidang Hukum dan Kefja Sama tahun 2023, diuraikan sebagal
berikut:

Sanaran | Merighainya produk dan_iayna

Sasaran strategis di afas, dimplementasikan melalul 2 (dua) Indikator

Kinarja Program (IKP) sabagai besrikut:
1. IKP Indeks layanan hukum bidang P4GN

Indeks layanan hukum bidang P4AGN diukur dengan menggabungkan
hasil data metode pengukuran dan evaluasi kinerja dan dua kegiatan yaitu
Rancangan Akhir Produk Hukum yang dan Penanganan Permasalahan
Hukum Narkotika yang Dapat Disalesaikan, yang diperoleh dari responden
dengan cara mengisi kuesioner berisikan pertanyaan-perianyaan yang
dijawab oleh responden. Hasil jawaban responden tersebut diolah menjadi
angka-angka dan dianalisis dengan teknik anlisis stalistik, dan sebagai
data pendukung dipakai data kuantitatif, kemudian dijabarkan secara
deskriptif. Selain ftu, pada kuesioner terdapat bagian pengisian kritik, saran
dan masukan dari responden sebagai data kualitatif,
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Responden diambil dari saiker-satker yang pada tahun 2023
mengajukan permohonan pembuatan Peraturan Kepala BNN atau
Peraturan Badan Narkotika Nasional, penerima layanan asisiensi requlasi
maupun pengguna webside laman JDIH Kemudian ditindakianjuti olah
Direkiorat Hukum BNN.  Satker-satker tersebul yailu, dan Bidang
Pemberantasan BNN, Deputi Bidang Rehabilitasi, Deputi Bidang Mukum
dan Kerja Sama, Biro SDMA & Organisasi BNN, dan Biro Umum Settama
BNN.

Sedangkan untuk Pelayanan Bantuan Hukum, responden diambil dari
instansi BNN vertikal yang pada 2023 mengajukan permohonan Bantuan
Hukum dan telah ditindaklanjuti oleh Tim Bankum Direktorat Hukum BNN,
diantaranya BNNP Bengkulu, BNNP Kalimantan Timur, BNNK Pasaman
Barat. BNNP Sumsatera Barat, dan Direktorat Narkotika BNN.

a. Teknik Analisa Data

Analisis data pada pengukuran & evaluasi kinerja di Direktorat
Hukum ini menggunakan analisis statistik deskriplif. Keempal ruang
lingkup selanjulnya disusun dalam kuesioner dengan 4 pertanyaan,
dengan empat piiihan jawaban sebagaimana penilaian skor tedampir
{Lampiran 1)

b, Hasll Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja

1) Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Terhadap Indoks
Rancangan Produk Hukum
Kuesioner yang terkumpul dan tensi lengkap dengan jumiah 88
bendel angket untuk survei terhadap Regulasi Bidang PAGN. Dari
hasil survel, diketahui bahwa Indeks Kepuasan pada Regulasi
Bidang PAGN sebesar 3,71 berada pada kategari "SANGAT
MEMUASKAN" (pada inlerval 3,26 — 4,00)
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Hasil Indeks Kepuasan di atas, terdiri dan empat nlang
lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis
terhadap keempat ruang lingkup tersebul berdasarkan skor rata-
rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut .

1. | Tata Cara Pelayanan 37 SANGAT
| dan Kecepatan Waktu ‘ MEMUASKAN |
2. | Kualitas Hasil Layanan 39 m
Kemampuan/ :
3. | Kompetensi, Sikap dan 3,75 MEEPE{AG;;AN
| Kesanggupan Tim
4, | Penanganan/Tindak 39 SANGAT
Lanjut - MEMUASKAN
] ]

2) Analisa Data Terhadap Indeks Rancangan Produk Hukum
Berdasarkan hasil analisis fakita dl lapangan diperoleh Hasil
Pengukuran dan Evaluasi Kinerfja Regulasi Bidang P4AGN oleh
Direktoral Hukum BNN dalam 4 jenis ruang lingkup dan lersaji
dalam analisa data sebagai berkut

a) Tata Cara Pelayanan Dan Kecepatan Waktu
Tata Cara Pelayanan dan Kecepatan Waklu adalah prosedur yang
dibakukan bagi pember dan penarima layanan, serta jangka waktu
yang diperiukan oleh pemberi layanan dalam menyelesaikan |enis
layanan atau pekerjaan. Dan hasil analisis, diperoleh 93% dari
jumiah responden memilih jawaban “Sangat Memuaskan" dengan
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rata-rata skor sabesar 3.7 dimana barada pada interval 3.26 sid
4,00 dengan kategon “SANGAT BAIK, dapat disajikan melalul

diagram sebagai berikut.
Tata Cara Pelayanan dan Ketepatan
ktu
 Spngat Memuaskan
L LT T
» Cutup Memuoskan

| Tiglak Memuasian

b) Kualitas Hasil Layanan
Kualitas hasil pelayanan adalah sesuaty yang berhubungan
dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan penerima lsyanan,
dimana pelayanan dikalakan berkualitas apabila dapat menyajikan
produk sesusi dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan.
Drari hasd analisis. diperoleh 87.5 % dari jumlah responden memilin
jawaban “Sangat Memuaskan - dengan rata-rala skor sebesar 3,9
dimana berada pada interval 326 s/d 4,00 dengan kategori
"SANGAT BAIK™, dapat disajikan melalui diagram sebagal berikut .
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Kualitas Hasil Pelayanan

o Sangit Mertuaskin
 Memuaskin

0 Cubilp Memiaskan
» Tidak Memushan

¢} Kompetensi Tim

Kompetensi Tim atau Pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki cleh pelaksanan yang melipuli pengetahuan, keahlian.
keterampilan, dan pengalaman.

Dari hasil analisis. diperolsh 93.75% darl jumish responden
memilih jawaban ‘Sangal Memuaskan * dengan rala-rata skor
sebesar 3,75 dimana berada pada interval 3,28 s/d 4,00 dengan
kategori “SANGAT BAIK", dapat disajikan melalui diagram sebagai
besrikut

Kemampuan/ Kompetensi, Sikap
dan Kesanggupan Tim

o Sangst Momuaskin
u Mpmuasian

= Cukup Memuashan
= Eidrang Mismaulaskan
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d) Penanganan/ Tindak Lanjut

Tindak Lanjut adalah upaya yang dilakukan oleh Pelaksana dalam
mengambil indakan untuk langkah satanjutnya.

Dan hasil analisis, diketahui sebesar 87,5 % dari jumlah responden
dengan jawaban “Sangat Memuaskan™. Sehingga dalam ruang
lingkup Tindak Lanut rata-rata skor sebesar 3.8 dimana berada
pada interval 3.26 s/d 4,00 dengan kategon “SANGAT BAIK,
dapat disajikan melalul diagram sabagai berikut -

Penanganan/ Tindak Lanjut

N

B Karang Mismuathin

3) Hasil Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Terhadap Indeks Pelayanan
Bantuan Hukum

Kuesioner yang terkumpul dan lerisi lengkap dengan jumiah 77
bendel angket untuk survei terhadap Pelayanan Bantuan Hukum
berupa penyelesaian atas kasus litigasi (Gugatan Praperadilan, dil)
Dari hasil survei, diketahui bahwa Indeks Kepuasan pada
Pelayanan Bantuan Hukum sebesar 3,97 berada pada kategori
*SANGAT MEMUASKAN: {pada interval 3,28 - 4,00).
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Hasil Indeks Kepuasan di atas, lerdiri dan tujuh ruang fingkup,
analisis selanjulnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap
kesembilan ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata
masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut:

"ﬂ _Hliﬂ'lﬂ“ _Unnltnp STEHI* Rata-rata Wﬂ |
1. | Pelayanan 4 SANGAT BAIK 1
2 | Kecepatan Waktu | 4 SANGAT BAIK
3 | Biaya 1205 SANGAT BAIK
g, [ SANGAT BAIK
Layanan

5 by 3.85 SANGAT BAIK
Pﬂuﬂﬂ
- Tm“.

B » 3,85 SANGAT BAIK
Fﬂlﬂﬁ

7 | Tindak Lamjut | 385 | SANGAT BAIK

4) Analisa Data Terhadap Indeks Pelayanan Bantuan Hukum
Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Hasil
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Indeks Pelayanan Bantuan Hukum
oleh Direktorat Hukum BNN dalam 7 jenis nuang lingkup dan tersajl
dalam analisa data sebagai berikut :

a} Pelayanan
Pelayanan berkaitan dengan Pelayanan Bantuan Hukum adalah
pelayanan yang berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan parmohonan bantuan hukum kepada Pemberi Layanan
baik secara teknis.
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Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumiah responden memilih
lawaban " Sangat Puas * dengan rata-rata skor sebesar 4,00 dimana
berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori “SANGAT BAIK”,
dapat disajikan metalui diagram sebagai benkut .

| Pelayanan |

b) Kecepatan Waktu
Ketapatan Waktu adalah jangka waktu yang diparlukan oleh pemberi
layanan untuk menyelesaikan layanan atau peketjaan.
Dari hasil analisis, diperoleh 100% dari jumlah responden memilih
jawaban “Sangat Cepal " dengan rata-rata skor sebesar 4 dimana
berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategon “SANGAT BAIK”,
sehingga dapat disajikan melalu diagram sebagai berikut :
| Kecepatan Waktu

= Sangat Cepat
 Cepat

w Myrang Cagat
& Lambat
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¢) Biaya
Biaya atau tanf adalah ongkos yang dikenakan kepada Penerima
Layanan dalam mengurus/ memperoleh pelayanan  dasi
penyelenggara yaitu layanan bantuan hukum
Darn hasil analisis, diperoleh 98,75% dari jumiah responden memilih
|awaban “Sangat Murah/ Gralis * dengan rata-rata skor sebesar 3 95
dimana berada pada interval 3,26 sid 4,00 dengan kategori
"SANGAT BAIK", sehingga dapat disajikan melalui diagram sebaga
berikut |

Biaya

® Sangat murahfprith
= murah

= cubup murah

= ek mtirah

d) Kualitas Hasil Layanan

Kualitas hasil pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan
terpenubinya  harapan/kebutuhan penerima layanan, dimana
pelayanan dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan harapan dan
kebutuhan penerima layanan.

Dari hasil analisis. diperoleh 100% dari jumlah responden memilih
jawaban “Sangat Puas * dengan rata-rata skor sebesar 4 dimana
berada pada interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategon “SANGAT BAIK"
sehingga dapat disajikan melalu diagram sebagal berikut -
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Kualitas Hasil Layanan

u Sangat Puay
 Puss

& Rurang Puas

& Mongecywakan

e) Kemampuan Petugas

Kemampuan Petugas atau Tim Pelaksana adalah kemampuan/
kompetensi yang harus dimiliki oleh pelaksana yang meliputl
pengetahuan, mmmn, ketarampilan, dan pengalaman.

Dari hasil analisis, diperoleh 88,75% responden menjawab "Sangal
Puas “dengan rata-rala skor sebesar 3,95 dimana berada pada
interval 3,26 s/d 4,00 dengan kategori "SANGAT BAIK", sehingga
dapat disajikan melalui diagram sebagai berikut :

Kemampuan Petugas

uLangst Paas

& Puss

& Kurang Puss

W MirngiLswakan
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Q)

Sikap Tim/ Petugas

Sikap Timy Petugas adalah perilaku petugas dalam memiberikan
pelayanan Bantuan Hukum.

Darl hasil analisis, diperoleh 98 75% dari jumiah responden memilih
jawaban “Sangat Puas” dengan rata-rata skor sebesar 3,85 dimana
berada pada interval 3,26 sid 4,00 dengan kategorn "SANGAT BAIK",
sehingga dapat disajikan melalul diagram sebagal berikut :

Sikap Tim / Petugas

® Sanga Fuss
& Fuas
* Kurang Puas

Tindak Lanjut

Tindak Lanjut adalah upaya yang dilakukan oleh Pelaksana dalam
meangambll tindakan untuk langkah sslanjulnya terkait dengan
layanan bantuan hukum.

Dan hasil analisis, diperoleh 98,75% dan jumlah responden memilih
jawaban "Sangal Puas " dengan rata-rata skor sebesar 3,95 dimana
berada pada interval 3,26 s/d 4 00 dengan kategori “SANGAT BAIK",
sehingga dapat disajikan melalul diagram sebagai berikut |
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Tindak Lanjut

u Sangat Puss

& Pum

w Murang Puss

w Mengarawakan

Berdasarkan data yang diperaleh dari Indeks penilaian sebesar 3,89
yang menunjukan bahwa secara keseluruhan Tim Pelaksana Kegiatan
Layanan Hukum di Bidang PAGN sudah melaksanakan kegiatan dengan
SANGAT BAIK (interval 326 sd 4.00) Adapun perhitungan indeks
diperoleh sebagai benkut:

381+4397=389
2

Hasil perhitungan indeks layanan hukum di bidang P4GN sebesar
3.89 dengan kata lain, hasll ini belum mencapal target capalan sebesar 4

sehingga capaian indeks layanan hukum di bidang P4GN adalah 87 25%.

Hasil capaian indeks layanan hukum di bidang P4AGN tahun 2023
fika dibandingkan dengan hasil capsian tahun 2022 mengalami
peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,83 menjadi 3,89 pada
tahun 2023
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Faktor pendukung keberhasilan layanan hukum bidang P4GN
sebagal berikul:

a koordinasi  intensif kepada kemenlerian/lembaga  terkail
pelaksanaan peraturan perundang-undang tentang Narkotika,

b dukungan dan Kementenan/Lembaga terkait palaksanaan peraturan
perundang-undangan tentang Narkotika;

. pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung
tugas aparal penegak hukum dan memenuhi kebutuhan
masyarakat,

d. pelaksanaan sosialisasi kepada Kementerian/Lembaga terkait
peraturan perundang-undangan.

e. adanya websile JOIH yang memudahkan dalam mencan referensi
peraiuran terkail sesual kebutuhan; dan

f. Efisiensi psnggunaan anggaran sehingga sisa anggaran mampu
mendukung kebutuhan akan layanan hukum diluar dari yang sudah
ditargetkan.

g Kesadaran dar para satker dan K/L akan pentingnya payung hukum
dalam pelaksanaan PAGN.

Aparat penegak hukum di lapangan sudah melaksanakan proses
penegakan hukum sesua dengan peraturan perundang-undangan
walaupun belum menysluruh Dari hasil pelaksanaan kegiatan layanan
hukum diketahui dan aparal penegak hukum kendala/permasalahan yang
ditemukan di lapangan antara lain.

a Dalam penyusunan suatuy Peraturan Kepala maupun Peraturan

Badan, salker pemmakarsa sering kall belum mempunyai materi

muatan yang akan diatur dalam rancangan produk hukum.
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b. Terdapat keterbatasan anggaran dikaranakan beberapa hal -

1) Banyaknya permintaan penyusunan rancangan Peraturan
Badan / Peraturan Kepala BNN dan banyaknya perkara yang
dimohonkan untuk dibenkan Bantuan Hukum namun terkendala
anggaran.

2) Direktorat Hukum mempunyal kewajiban untuk
menscsialisasikan ke BNN baik secara vertikal ke BNNP dan
BNNK terkail dengan Produk Hukum yang sudah dihasikan.
termasuk mengasistensi lerkail berkas penyidikan di BNNP/K,
namun ada keterbatasan anggaran

3) Kebutuhan dari BNNP/BNNK agar Direklorat  Hukum
membarikan pelatihan terkait dengan administrasi Penyidikan,
tangkah-langkah  mengantisipasi  timbulnya  gugatan
Praparadilan, dan kebutuhan akan baberapa Peraturan Badan

€.  Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 yang belum disahkan
olefi Presiden, sehingga belum ada kepastian hukum dalam
menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapl dilapangan;
dan

d. Kurangnya personil di Direktorat Hukum, khususnya personil Legal

Draffer dan Legal Ak, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk kedus

bidang tersebut

Pencapaian indeks layanan hukum bidang P4GN sebesar 97%
didukung aleh kinerja dari Eselon |l Direktoral Hukum yang dicapai
melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Regulasi Bidang PAGN
dengan target 4 dan Indeks Pelayanan Bantuan Hukum dengan target 4
pada tahun 2023, dengan gambaran pencapaian kinena eselon |l
sebagai berikul
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Meningkatriya | Indeks Regulasl 3,81 85%
layanan litigasl | Bidang PAGN
dan
pembinaan f
Fukuam Indeks 4 367 Bo%
Pelayanan
Bantuan Hukum

Bemgasarkan tabel 4l atas, Pada tahun 2023 Direktoral Hukum Deput
Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN berhasil merumuskan 7 (tujuh)
rancangan Peraturan Badan maupun Peraturan Kepala, sebagai berikis

No. Peraturan

1 | Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan
atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor §
Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Badan Narkotika Nasional

' 2 | Paraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

DIPA

3 | Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasiona! Repubiik
Indonesia Nomar 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara
Pemberian Cubi di Lingkungan Badan Narkotika
Masianal

DIPA
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4  Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik DIPA
Indonesia Nomer 3 Tahun 2023 tentang Grand Design
Teknolog! Informasi Dan Komunikas! Badan Narkotika
Nasional Tahun 2021-2025

5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasiona! Republik DiPA
Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Panerapan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik D!
Lingkungan Badan Narkotika Nasional '

8 Paraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik
Indonesia Namor 8 Tahun 2023 tentang
Penyslenggaraan Kearsipan Di lingkungan Badan

I Narkotika Nasional
d— - e

7 | Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik

Indongsia Nomor 10 Tahun 2023 entang

Penyelenggaraan Jaringan Dokumeantasi dan Informas!
| Hukum

Sedangkan capaian largel kinerja untuk kegiatsn Bamtuan Hukum
Litigasl mendekall dengan target yang telah ditenfukan. Adapun capailan
kasus yang ditangani/ diberikan pelayanan bantuan hukum pada tahun 2023
sebanyak 14 (empat belas) kasus dengan ringian sebagal berlkut

Sigang Dwiplin Pegawai Dep. Bidang Pemberantasan iniial HPN.

2 Praperadilan Nomor 1/ Pid Pra/2023/PN. Tgr di Pengadilan Negen
Tenggarong dengan Pemohion Musiiadi, Termohon | BNNP Kalimantan
Timur, Termahon || Kejaksaan Neger) Tenggarong, Turut Termohon
Kemanterian Keuangan Rl - Permohonan ditolak
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10.

11

12.

13

14,

Praperadilan Nomor 3/Pid Pra/2023/PN.Bgl di Pengadilan Negeri
Bengkulu, dengan Pemohon Dwi Fitri Sartika (keluarga Tsk. Noviansyah
alias Dedek) Termohon BNNP Bengkulu - Permohanan ditolak

Sidang Disiplin Pegawai Babes Rehab initial dr DS.

Praperadilan Nomor 1/Pid Pra/2023/PN.Pya di Pengadilan Negeri Praya
dengan Pemohon Emi Suriani (isteri dari Tsk. Amar slias Amaq) dan
Termohon BNNP NTB - Permohonan Ditolak.

Pendampingan Hukum pemeriksaan Pegawai BNNF Sumbar dan
BNNK Pasaman Barat initial RN, DM, SAV, IE, MY atas Laporan Polisi
Nomor LP/BRB2AI2023/SPKT/Polres Pasaman Barat tanggal 23 Maret
2023 dengan Pelapaor Akhtirin (adik Tsk. Aim. Mansura) — on process.
Praperadilan Nomor 08/Pid Praf2023/PN.JkLTim di Pengadilan Negeri
Jakarta Timur Pemohon Noviyanti dan Termohon Kepala BNN RI
(Penyidik : Direktorat TPPU) — Permohonan dicabut.

Sidang Disiplin Pegawai K8 a.n. LN - Putusan : PDH,

Sidang Disiplin Pegawai KS a n. GPB — Putusan | PDH.

Praperadilan Nomor 10/Pid Praf2023/PN.Jkt Tim di Pengadilan Negeri
Jakarta Timur Pemohon KEMAKI. LP3H| dkk Termohon Kepala BNN RI
(Praperadilan atas SP3 Raffi Ahmad) - Permohonan ditolak.
Pendampingan Hukum Kasus Disiplin Pegawal BNNP Lampunyg  inisial
HK - on process.

Pendampingan Hukum Kasus Disiplin Pegawai Jateng inisial MFM — on
process

Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Kasas: Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 255 KIPDT/2023 Pamohon Kasasi Ema
Magdalena Manuputty dan Termohon Kasasi Kepaia BNN Rl -
Permohonan Ditolak.

Praperadilan Nomor 14/Pid Pra/2023/PN.Jkt Tim di Pengadilan Negeri
Jakarta Timur dengan Penggugat Mohamad Fahrur Roji dan Termohon
Kepala BNN Rl - Permohonan Ditolak
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Berdasarkan permasalahan yang dilemul oleh aparal penegak
hukum, maka rekomendasi upaya peningkatan layanan hukum bidang
P4GN yang dilaksanakan sebagai berikut
#  Melsksanakan bimbingan teknis dasar penyusunan peraturan

perundang-undangan kepada tap-tisp satker agar masing-masing

satker mampu membuat draft awal sebelum mengajukan pembuatan
produk hukum;

k. Perunya pelatihan Legal Draffer dan Legal Aid khususnya bagi
personil Direktorat Hukum;

. Perlunya diberkan Bimtsk lerkait dengan administrasi Penydikan
dan Langkah-langkah Mengantisipasi Praperadilan bagi Penyidik
BNN karena maraknya gugatan terhadap BNN,

d. Koordinasi intensif kepada Kementerian Hukum dan HAM dan
Sekretariat Negara agasr revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika segera di sahkan guna kepastian hukum atas perubahan
UU tentang Narkotika,

e. melaksanakan sosialisasi, pemaniauan, dan memberkan solusi
peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum, juga
sosialisasi terkait Peraturan Kepala atau Peraturan Badan Narkotika
Nasional kepada personil BNNP /| BNNK dikarenakan banyak
peraturan yang sudah update dan tidak diketahul hingga ke wilayah,

f Perunya dukungan anggaran untuk dapal mengoptimalkan
pembenan layanan bantuan hukum, karena jika satker yang digugat
meminta bantuan pihak ketiga untuk menghadapi gugatan karena
tidek adanya anggaran Direktoral Hukum, dapal berpotensi bocornya
kelemahan penywdikan BNN,

g. Perdunya dukungan anggaran dalam pembahasan penyusunan
peraluran secara funtas. Tidak adanya regulas! dapat bermplikasi
tidak adanya payung hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
BNN.
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Dalam menindakianjuti rekomendasi/rencana aksi pada Laporan
Kinerfa tahun 2022, tefah ditindakianjuti dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut:

a Direktorat Hukum telah merumuskan draft revisi Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 yang saat ini menunggu pengesahan dari
Presiden,

b.  Direktoral Hukum terus melakukan koordinasi dengan instansi pusat
untuk mendukung agar Peraturan Perundang-undangan Narkotka
dapal berjalan dengan baik dan terdapat persamaan persepsi, hingga
ke tingkat daersh, melalui kegiatan sosialisasi, moniloring dan
evaluasi, juga rapat anlar kementerian, dengan yang melibatkan
unsur Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung. Kementarian
Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sosial,

c. Direktorat Hukum telsh merumuskan beberapa Peraturan Badan
Narkotika Nasional yang lingkupnya lebih luas, untuk mendukung
palaksanaan tugas PAGN atas pamintsan dan ksbutuhan satker-
satker di BNN.

2. WPmnhuMhhhmmﬂmﬂﬂnianml

2 | Persentase efektifitas 100% | 10744% | 10744% |
kerjasama nasional dan
internasional

Definisi operasional darl persentase efektivitas kera sama nasional
dan internasional adalah sejauh mana tingkat efekivias pencapaian
kegiatan yang dilakukan BNN bersama-sama dengan instansi pemerntah
dan komponen masyarakat baik dalam negeri maupun luar neger dalam
upaya PAGN.
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Metode pengukuran tingkal efeklivitas kerja sama dengan instansi
pemerintah dan komponen masyarakal balk dalam maupun luar negerl
dengan kniteria, yaitu;
terdapat sejumiah kesepakatan atsu kerja sama antara BNN dengan
instansi pemernintah, komponen masyarakat, maupun kerja sama antar
Negara dalam upaya P4GN;
adanya kegiatan yang dilakukan oleh BNN bersama-sama dengan
instansi pemerintah dan komponen masyarakat baik dalam maupun
luar negerl dalam mendukung pelaksanaan program PAGN. dan
observasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antara
BNN dengan mitra kerja (hasil pengukuran efektivitas terflampir)

. - 'lllm
[ Tanggal Tincak Lanjut |
| Potsksanaan | m
Nota Mesepahaman | 10 Januan Penceqahan dan Suiah ada
antars Baclan 023-10 Pemberntasasn fincak
Nariotiea Nasional | Janusnd 2008 | Penysiahgunaandan | lanjutnys
| dengan Fersatuan Puredaran Getap
l Pirawal Nagional Markplika dan
| Indoresia Prishuituor Narkotika
(PAGN)
|' Nola Kesapahaman | 12 Januan informast | Sodsh ada 100%
wntara Badan An-12 dan Transaksi findak
' Narkotika Nasional | Januan 2078 | Elktronk Dalam Upaya | lanjuinya
dengan Badan Sber
; dan Sandi Negara
| Perjansan Kefa 12 Januan Pemantsatan Sartifikal | Sudah ads 100%
Sama Antars 2023-12 Eleatronik pada Sistem | tindak
, Pushidatn Badan | Januan 2027 | Elektronk & lanpitnys
Narkotica Masicnal Lingkungan BNN
dengan Bula
Sartifies Ebebdronik
BSSN |
Putjanian Ketji 30 Januan Pudaman Pembusatsn Sudah ada 100%
Sama antar Buo 2073 - 30 Mes | Kearsipan Tingkat tintdak
Umum Selowtaial | 2003 kompleks BNN RI lanyutnys

MMMMMMMMTMM




dongan Komisi Peredaran Gelmp
Penylaran indones:a Murkotika dan
Prekursor Narkoliks
6 | Nola Kesepshaman | 1 Febfuan Pencegahan dan Sudah ada 100%
anlara Bagan 20231 Pemberantasan Bindak
Warkabka Nasional | Fobryan 2028 | Penyalshgunaandan | lanhenya
dengan PT Pupuk Pemdaran Gelap
tndonesia Narkotika dan
7. | Penankan Kemga 2 Febnan Penngiatan Peran Sudah ada 100%
Sama Anlara Badan | 20232 Sera Atlet, Wasit, dan | Undak
dengan PAGN
Persaudaraan
Shotinj Kempo
| Indonesia T A o
B | Peranian Kerja 17 Fetwuar Poneftian Pengukuran | Sudeh ada 100%
Sama antars 003 -17 Prevalensi tindak
Pusidabn Badan | Desamber
Narkotiea Nesonal | 2023 Narkoba Tahun 2023
dongon Pusat Riset
Masyarakat dan
Hudays BRIN
4 | Nota i 21 Februan | Pencegahan dan Sudah ada 100 %
antara Badan 208-1 Pemberntasan tindak
dengan Bank Pemedaran Gelap
Negars Indonesia Nawrkotika dan
Prakursor Narkotika
dun Pemantastan Jasa
Laysnan Pertankan
10. | Perjanfian Kena 21 Febuan | Penyediaan dan | Sudsh sda 100%
Sama antara 200 -2 Pomanfastan  Layanan | tindak
Settama Badan Februan 2028 | Jasa Perbankan lanpsnys
Rarkotios Nasons
dengan Bank
Negara Indonesia
11, | Peranjian Kerje 23Febuard | Pencegahan dan Sudah ada 100 %
Sama antam 207 sampal | Pambarantasan tindak
PPSDM Badan dengan Penyalahgunaan dan | lanlutnya
Nahotika Nasional | panyampalan | Poredatan Gelip
dengan Pusat hasil siding | Narkotiks din
Pembinaan Program | akreditasi Prokursor Namkotis
dian Kebaakan
Pengambangan
Kompesensi
Lembaga
Administrasl Negara
(PIK Bankom LAN)

mmmmmmmmmmm
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12 | Penanjan Kerja 23 Februan Pencegahan dan Sudah ada 100
Sama antara 0B3-13 Pemberantasan tindak
FPE0M Badan Fabruan 2025 | Penyslshgunaan dan | fanjuinya
Newkotis Nasional Perecaran (Gela
dangan Sekolah Narkotika dan
Lambaga Penyeienggaraan
Antinistrael Negan Kegiatan Tn Dharma
(STLA-LAN) Pergunian Tinggl
13 | Notas Kes 23 Februari Parceguhan dan Suda ada 100%:
antura Badan 08-1 Pemberantesan tindak
Neskotis Nasional | Februan 2028 | Penyalahgunaan dan | lanjutnya
Gungan Univernsias Parsdatan Getap
Narkotika dan
Nasional |UPN} Prekursor Narkotika
Viteran Jakarta Calam
Kegiatan Tri Chamma
Paegueisan Tinggl _
14 | Pevanjan Kenja B Mot 2021 | Ponyediaan dan Sudah ada 100%
Same antar - Pemaniaatan Layaran | tindak
Settama Badun Seplember Jasa Perbankan lanjutnya
Narkotika Nasional | 2027
dangan Bank
Tabungan Negats
15 | Pesianjian Kerja 13 Marel 2073 | Pengelolsan Rekening | Sudeh ada 1005
Sama Antara Ceputi | - 21 Penampungan Barang | kindak
Pemberantasan September Sitaan, Partuleitan Imnpinya
Nasiona dengan dan Pambukaan Biokir
Bank Tabungan Ritkening
Negan
16, | Perjanjan Keda 13 Marel 2023 | Parancangan Dessin -~ | Sudah ada 100%
SeEma dnta =3t Samphng Dakam lindak
Markntiks Nasional | 2023 Prevaless)
dangah Sehretara Panyaishgunaan
Utarna Badan Pusat Narkoba Tahun 2023
Statstic |
17| Peranpan Kena G.ApNi 2023~ | Ponguatan Knpastas | Sudah ada BI%
Sama anten Deputi | 6Apni 2025 | Pekara Mgran tindiak
Pembemiayaan P4GN
WMasysrakat Badan
dangan Women
|




18 | Kesspalatan 29 Mei 2023 - | Pencegahan dan Sudah ada 100%
Bersams anlan 29Mei 2026 | Pembemhiasan tinctak
Badan Narvotika Penyaluhgnas dan lanjutnya
Nasional dengan Peradanan Golep
Kementaran Markobia dan
Pariwisata dan Prekursor Narkofika di
Eronomi Kreati Sidang Parwmata dan
: i :  Kinat
dan Eonmi Kreat!
| Aepublik indonesia _
18 | Nota Hesepahaman Pencegahan dan Sudsh ada 100%
aniara Badan Pemberantasar L
lmmm Peredaran Gelap
Pandiilan, Narkotika dan
Kebudayaan Risel Prekursor Narkotiks
dan Teknoiog| Lnituk Meningiuatian
Akssleras! Menuju
indonesia Barsih
Namotika .
20. | MotaKasepshaman | 5.Junj 2023- | Percepatan Sudsh ada 100%
anara Badan SJuni2028 | Pengembangan  dan | tmdak
dangan Pemsnniah Kopasitas BNN  di
Kabupsien Bulsteng Katupaten Bulslang
an Nots Kesepshiman | 7 Juni 2023~ | Pencegdhan dan’ Sudsh ada 100%
sntara Badan 7 Juni 2025 Pambarantasan ek
Naekotika Nasional Penynlahgunaan dan | lenutnye
dengan PT Cioiink Peradaran Gelap
Indonesia Narkotika dan
Prasursar Narotika
22 |PejanfianKea | 6Juli 2023- Kojahotan | Sudsh ada 100%
Sama antara Deputl | 12 Januan Siber Narkotka Dolam | tindak
Badan Narkotika dan Pemberantagan
Nasicinal dungan Panyaishqunasn dan
Elsitronik BSSN Narketika dan
Prexumaor Narkotika ]
23 | NotaKesapahaman | 5 Jul 2023-5 | Percepatan Sudah sda 100%
Antara Badan Juh 2028 Pengembangan dan Tiedak
Narkotika Nasional Pambangunan lanputnys
dengan Pemenniah Kapasitas BNN i
Kota Bontang Kabupaien Bontang -
24 | Perjanan Kerja 11 o 2023 - | Pengembangan dan Sudeh ada 0%
Sama antara Deputi | 11 Ju 2025 | Pangintegrasian Mateni | tmdak
Narkolika Nasional Penanganan
dengan Fakullas Penyalahguna
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Psioiog) Linnmrsitas Narcotiks ke Dalam
indonesia Frogram Akademi di
Lingkungan Faktas
_____ Peloogi Ul | :
25, | Adendum Peranjian | 23 Jui 2023 - | Pemantaatan Nomor Sudah ada 100%
Kerjn Sama Antara | 23 Jull 2025 | Induk Kependudukan, | tindak
Deputt Data Kependudakan | lenjuinya
Pemberantasan dan Karlu Tahda
Badsn Mariotika Penduduk Elekironik
Dukcapi
26, | NotaNesepahaman | 17 Juli 2023 = | Pencegahan dan Sudah ada 100%
antara Badan 1T Juilk 2026 | Pemberanizsan tindak
Nyt Masionad Panyalahgunasn dan | lanjuinya
dengan PT Lion Peredaran Gelap
Girup Narkotika dan
Predurse Narkolika
Nota Kesepahaman | 8 Agustus Pencegahan dan Sudah ada 100%
& | Antarm Badan 2022-8 Pamberantasan tirckak
Markotin Nasioral | Aqustus 2027 | Penyalahgunasn dan | lampinya
dangan Pusal Pemdann Gelsp
Peizporan Dan Narkntika dan
Anadinis Transaisi Prekursor Narkobka
Keuangan Serta Tindsk Pidana
| Pancucian Uang
8 | Nota Mesepshaman | 14 Agusius Percegahan dan ‘Sudah ada 100%
Antara Badan 2025~ 14 Pamberantasan tindak
Narkotia Masional | Agustus 2028 | Ponyalahgunaandan | lanjuinya
Prewursor Narkotiks
Malakil Tri Dharma
29 | Perjanian Kerja 30 Agustus Pancagahan dan Sudah ada 100%
Sama Antars PT 03-26 Pemberantasan tindak
Kessta Commuter | Februal 2024 | Penyalshgunaan dan | lanjutiya
Indonesia dengan Forsdaran Gelan
Badan Narkotika Narkotiha dan
Nasional Prekursor Nakolika
30 | NotaKesepshaman | 71 September | Pencegahan dan | Sudsh ada 90%
antara Badan 8- Pembarantasan tindak
Kisoik Nariotika dan
Soeqljspranata Prebuisor  Narkobka
Meialy Trdharma
Pargunian Tingg! s=na
Program Merdeka
Bolaar Kampus
Merdsia
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31 | Pesjatijian Korja 27 Sepiamber | Pencegaha Sudah ada 100%
Sama antars Deputi | 2028 - 27 den | tindak
Bidang Pencegahan | Septembar Peredaran Geiap lanutnya
Badan Naruoilka 2% Narkafika dan
Masional dengan FT Prokursar Narotika
lon Grup _ { Se—|
32 | Kesegakatan 27 Seplember | Pencegahan dan Sodah ada 100%
Bersarna antara 2003-21 Pambsrantasan tirschak
| Kemenerian September Penyalahgunaan dan | lanuinya
Parhubungan Rt 2028 Peredaran Gelap
, dangan Badan Narkotika dan
33 | Perjanjian Ketjp 18 Didober Punceqalun dan Sudah ada 1007
Sama antira Badan | 2023 - 18 Pemberantssan tndak
Narkotiks Nasional | Okiober 2028 | Penyalahgunaandan | lanjutnya
dengan Universitas Peredaran Gelap
Muhammadiyah Narkotika dan
Sakarta Preiursar Narotics
Melatul Trdharma
m.;ﬂﬂh
Belafar Kampus
M4 | Parjanjian Keria 21 Oktobar Sudah ada 100%
Sama ontars Deputi | 2023 - 31 Infprmasi, Edukasi dan | tindak
Bidang Pencegahan | Okiober 2025 | Advokisi Serta lanjutnya
Badan Narolika Pembsntukan Ralawan
Masional dengan Anti Narkotia
FT Pelabuhan
Indon=gia e
5 Nota Kesapahaman | 30 Oidobar Pencegahan dan Sudan ada 100%
entara Badan 2023 -30 Pemberantisan tinciak
dengan F1 Peredaran Gelap
Raya Thk (Cinema Prokursor Narkotika
21 & Cinema XX
35 | Peronjan Kera 30 Orictodoer Pencegahan dan Sudah adn 100%
Samp antara Badan | 202330 Pomberntasan tirchial
Narkotika Nesional | Okiober 2024 | Penyalshgunasn dan | lanjuinya
dengan PT Peredaran Gelap
Farya Thi (Cinema Prekirsor Narkntika
21 & Cinama XXI)
Nola Kesepshaman | 8 Nowmber | Pencegahan dai Sudsh ada 100%
37, | antama Badan | 2023-9 Pumberanizdan tiruchak
Nakotiks Nasional | Noweriber Penyalshgunaan dan | [anjutnys
dangan 20% Peredaman Gsiap
Perumgulan Narkotika dan
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Aparalur Pamenntah Prakursor Namotica
Dess Seluruh
Indoresia
3 | Peangan  Mefa | 2November | Pencegahan dan Sudah ada 100%
Sama antara Deputt | 2023 -8 Pemberantzsan tirchk
Masywraest  Badan Markodika tan
Norkotla Nasioral Prakorsar Narkotios
diengan
Parkumgulan
Aparatur Pemerintzh
Desa Seluruh
Indonesia
3% | Peqangan  Kena | 7 Nowember | Pendidikan, Pensiiian. | Sudah ada 100% |
Sama grtare | 2023-2Jul | dan Pengabdian lindak
Fakultas Kedokteran | 2025 hepada Masyasrakal lanjutnya
dan fimy Kesehatan
Urerprsitas
Pertananan
dengan Balai
Rehabiitasl  Badan
Narhotika Nasioral
40. | Perarfian  Kara | 28 Desembar | Pencegahan dan | Sudah ada BO%
Sama antara Badsn | 2023 - 28 Pembarantasan lindan
Karkotia Namonal | Desamber Penyalahgunaan  dan | lanjuinys
Yars Naraotia dan
Serta Program Belagar
_ Kampus Merdela |
41 | The 12h AAITF 31 Januar Pertukaran infbmasd Sudah ads 150%
203 deen kerjs sama terkall | tindak
peredamn galap banutnya
Narkobiha melal
Bandiira dan
Pelabuhan ¢i Kawasan
B ASEAN e
42, | Potathan JONICS: | 8 -5 Mamt Felatihan bagi operstor | Sudah ada 100%
dan Global Rupdd | 2023 HONICS untuk me- lineai
Inferdiction of mifresh kamba) tanputryn
Frogramme penedaran NPS dan
P
mencurigakan yang
borelek paita




G | e 11-18Maret | Penguinpuian dats dan 100%

|
B
s
¢
i

44 | Kimjungan Kers 11-20Marst | Penjajakan Kena Sama 100%:

]
i
B
|
i

45 | Webinar Kera Sama | 20 Marsl 2023 | Penninghatkar SDM 100%
Penanggulangan

46 | Penandatanganan | 23 Mei 2023 | Penyelenggara : Kemhu, 100%

47 | The Sth AIPACCDD | 30-31 Mel Pertukaran mformam 100%

45 | The 14MASEAN | 07-08Juni | Pengumpuian Baluan T 00%
023 Cotindry Report

Drug Monitanng
Neswork (ADMN) Monionng mput data

i
:
kL
i ph

48 | The 157 Asam 03 Agustus Frnalsass
Dirug Menboring 2023 Pengumpuian data dan
Network (ADA) sisi domand dan supply

100%

The &= AMMD 05sd 12
Agusiis 2023, | LCDC Laos.
Vientizne Disahkannys ASEAN
Laos Joink Statement yang
i disampakan
L pada High Level CRD _
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51 | KunjunganKea | 208431 | Penyslenggam Sudah ada 100%
Delegasi BNN ke Montenegro, | merupakan bagan dan | lanunya
Albara, Yunani, dan | Yunanl. dan | dalam mencegah dan
peredaran narkndka di
_ wilzryah Ri,
52 | Kegatan 2154 25 ' 104 Sudah ada 100%
Meeting and Drugs | Kalimantan | Wewaspadaan fekait Lanjuitnya
Awireness raising | Barat penyelundupan
Programene di narkodika di Kawasan
Hprbatasan perhatasan
53 | Monfioring dan 22 Desember | Penyelenggara Dit Sudah ada 200%
Evaluasi Fi17a) Ferja Soma Regonal | tndak
Peiaksanaan Keqa dan Inwmasional, lanptnyz
Sama Luar Neger Pembahasan
implememias
pertemuan dan kiva
sama (MolJ) Wiar negen
dilaksanakan pada
tahun 2023
54 | inlemational Dlug | 14-28 mumn : Sudah adn 100%
Enforcarmant Sephember Pehingiatan kirja | lindak
Confesance (IDEC | 2023 sha (sharing | largutnya
XIXVI) o Montego indormiaton) keduz
B8ay, Jamaka, dan negan fentama
Kunjungan Ketja penanganan  masaiah
Dedesgasi BNN narkotika
(Spanyol,
Venezuela,
Kolombia, dan
. Kuba)
55 | Istinersesmonal | 21-23 Puryelengpara Sudah ads 100%
Commession on Saptambar UNODC, Meningleatian | tindak
Crime Pravention 2023, pengetahun dan lanjutriya
and Cominal JusScs pemahaman mengena
(CCPC) akses terhadap
keadiian dan periakuan
selara d depan hukum
barbaga kebiatan
56 | Work Vist NCB 2.5 0sfober | Pemngkatan kera Sudah ads 100%
Brunei Darussalam | 2023 Sama lerkat pertukaran | indak
ke Indonesia Informasi di bidang lanjutnys
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57 | Bilateral Mocting ke | 16 Okilober Surdah ada 100%
4 BMN Rl dan NCB | 2023 sama antars BNN R| | tindak
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Persantase efektivitas becja sama nasional dan internasicnal T7.305.7148
“100%

Formula yang digunakan untuk mengukur prosentase capaian kinefja
pada Indikator Kinetja Program “Persentase eféklivitas kerja sama nasional
dan intemasional”, adalah sebagal benkut:

No. Formula Keterangan
1. | Pemsentase elpkinias | =('CREK SRTEK"100% {107 441700) | - HREK = Fersentase
kena sama  nasional *100% Resisasi  Efekiites
dan intemasiona =107 44% Kena Sams
- HTER = Pementase
Tampet Efektnitas
I Kera Sama

Hasil perhilungan persentase efekliviias kerja sama di atas
menunjukkan bahwa kena sama bidang PAGN di dalam negeri dan luar
neger yang lempantau berjalan efekiif sebesar 107.44%. dengan kata lain
hasil ini mencapal melebihi larget capaian sebesar 100% sehingga capaian
persentase kinerna adalah 107 44%.

Hasil capaian kinerja persentase efektivitas kerda sama tahun 2021 jika
dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami
kenaikan, namun pada tahun 2018, 2020, 2021 mengalami penurunan
karena targel capaian kinerna yang berbeda, adanya beberapa Nota
Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditanidatangani namun
tindak lanjut implementasi kegiatannya belum optimal dikarenakan adanya
pandemi Covid-18 dan adanya beberapa Nota Kesepahaman dan Perjanjian
Kerja Sama yang ditandatangani pada akhir tahun seshingga ftingkat
efektifitasnya belum optimal dan/atau belum bisa diukur, sedangkan pada
tahun 2022 mengalami kenaikan kemball karena menurunnya level pandemi
covid-19 di Indonesia dan internasional, dan pada tahun 2023 mengalam)
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kanaikan karena sudah berakhimya pandemi covid-19, sahingga kerja sama
BNN dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri dapal lerlaksana
dengan baik. Dimana pada tahun 2016 hasil capaian kinerja persentase
efeklivitas kerja sama sebesar 101,09%, tahun 2017 sebesar 11063%,
tahun 2018 sebesar 110,84%, tahun 2010 sebesar 102,3%. tahun 2020
sebesar 53.75%. tahun 2021 ssbesar 90.74%, tahun 2022 sebesar
106.39%, dan pada iahun 2023 sebesar 107 44% sebagaimana grafik
capalan kinefna bankut ini:

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Efektivitas Kerja Sama
Tahun 2016 - 2023

Capaian Kinerja (%)

e 017 2018 ot} L X070 Fiehd! mnn 2023

e CADR M TV

Pada tahun 2023 realisasi pencapaian kinera sasaran sebesar
107.44%. Capaian tersebut melebihi targe! yang telah ditetapkan yang
ditetapkan melalul Penetapan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Kerja
Sama Tahun 2023, dimana pada tahun 2023 ditetapkan targetl efeklivitas
kerja sama sebesar 100%.
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Kerja sama di bidang P4GN balk dalam negeri maupun luar neger
yang dilaksanakan BNN dengan instansi pemerintah dan komponen
masyarakat memiliki kinerja yang dirasakan masyarakat, antara lain -

a. adanya instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang pedull
terhadap permasalahan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia antara
lain adanya BUMN dan perusahegan swasia yang memberikan
Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung kegiatan
P4GN yang dapal dimanfaatkan & dirasakan masyarakat, diantaranya:
1) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk telah memberikan dukungan

CSRnya untuk kegiatan peringatan Puncak Hari Anti Narkotika
Intemasional (HANI) tahun 2023;

2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan
dukungan CSRnyas untuk kegiatan peringatan Puncak Harl Anti
Narkotika Intermasional (HANI) tahun 2023,

3) PT Bank Rakyal Indonesia (Persero), Tbk telah memberikan
dukungan CSRnya untuk kegiatan Tumamen Tenis Meja “Smash
On Drug” Tingkat Internasonal di Auditorium Universitas Udayana
Bali dalam rangka peringstan Han Ant Narkotika Intemasional
(HANI) tahun 2023,

4] PT Bintang Toedjoe tslah memberikan dukungan CSRnya untuk
kegiatan pelatihan budidaya jshe merah bagi masyarakat binaan
BNN dan pegawal BNN bekerjasama dengan Deputi Bidang
Pemberdayaan Masyarakat BNN,

5) PT Bintang Toedjoe talah memberikan dukungan CSRnya untuk
kegiatan pefatihan budidaya jahe merah, pengolahan dan teknik
pemasaran hasil budidayva jahe merah bagi kllen rehabilitasi,
petugas layanan, dan personal bidang rehabilitasi BNN
bekerjasama dengan Depufi Bidang Rehabilitasi BNN.
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B) Lion Aw Group telah memberikan dukungan CSRnya untuk
pemasangan stiker "War On Drug”™ pada body pesawal 4 (empal)
maskapal penerbangan yaitu Batik, Lion Air, Wings Air, Super Air
Jet sebagail bahan edukasi PAGN kepada masyarakat.

b,  adanya partisipasi aktif dan instansi pemerintah dan komponen
masyarakat yang ut membantu pemennitazh datam upaya P4GN
sehingga masyarakal dapat dengan mudah mendapatkan informasi
dan pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba,
diantaranya:

1) PT Ciilink Indonesia lelah memasukkan konten kegiatan anti
penyalahgunaan Narkoba pada majalah Linkers (Citilink /Inflight
Magazine),

2) PT Citink Indonesia telah menyediakan 1 (satu) unit pesawal
yang digunaksn sebagal media kampanye Anli Narkoba dengan
pemasangan konten Anti Narkoba pada body pesawal yang dapat
dilihat iangsung oleh masyarakat,

3) Lion Air Group telah menyediakan 4 (empal) unit pesawal yaitu
Batik Air, Lion Air, Wings Air, Super Air Jet sebagal media
kampanye Anti Narkoba dengan pemasangan stiker “War On
Drugs” pada body pesawal yang dapat dilihat langsung olah
masyarakal

4) PT Kereta Api Indonesia (Persero) menayangkan Konten anti
penyalahgunaan Narkoba pada videolron dan running tex! di ruang
tunggu penumpang dan gerbong Kereta Apt.

5) FT Angkasa Pura |l (Persero) menayangkan konten anti
penyalahgunaan Narkoba melalui media promosi yang dimilikinya
di seluruh bandara yang menjadi kewenangan PT Angkasa Pura ||

(Persaro).
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6) Penyebarluasan informasi dampak penyalahgunaan Narkotika
kepada masyarakal yang memakal jasa penerbangan Citilink
sehingga masyarakal memperoleh informasi tenlang  akibat
penyalahgunaan Narkotika:

7) Penyebariuasan informasi PAGN oleh PT Grab Teknologi
indonesia melalst Apbikast Onfine Dniver Grab sehingga
masyarakal memperokeh informasi lentang akibal penyalahgunaan
Narkotika.

¢ teralinnya hubungan yang bailk dengan counferpart di luar negeri
sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas BNN dalam upaya
P4GN, diantaranya: adanya periukaran data dan informasi mislijgn
dalam mengungkap kasus kejahatan Narkotika jaringan internasional;
pertiukaran data dan informasi tentang New PFsychoactives
Substances, regulasi, modus operandi, rute peradaran gelap Narkolka
darn berbagai negara.

d adanya peran aklif BNN di tingka! internasional dalam mendukung
kepentingan Indonesia khususnya dalam bidang PAGN, diantaranya:
adanya dukungan dar negara-negara di tingkat regional dan
intemasional terhadap strategl nasional PAGN dalam menanggulangi
permasalahan kejahatan Narkotika di indonesia

Fakior pendukung keberhasilan pelaksanaan program kefja sama di
bidang PAGN baik dalam negen maupun luar negeri adalah sebagai benikut:
a. adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi

Nasional Pencegahan dan Pemberaniasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkofika Tahun 2020-

2025;

b. berakhimya pandemi covid-18 di Indonesia dan internasional,
sehingga kerja sama BNN dengan mitra kerja sama dalam dan luar
neger dapal terdaksana dengan baik:
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c. adanya kesadaran masing-masing pihak bahwa permasalahan
Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak dapat disslesalkan oleh BNN
sanditi namun periu katerfibatan saluruh komponen masyarakal baik
dalam maupun luar negeri,

d.  adanya motivasi masing-masing pihak untuk menindaklanjuti kerja
sama melalul implemeantas: kerja sama dengan berbagal kegiatan
P4GN sesual dangan ruang lingkup yang telah dituangkan dalam Nota
Kesepahaman dan Perjanjian Kefna Sama,

e menngkatnya partisipasi aktif instansi pemerintah dan komponen
masyarakal baik dalam maupun luar negeri pada kegiatan-keglatan
upaya P4GN.

Pencapaman sasaran tingkal efektivitas kera sama nasional dan
internasional selama tahun 2023 lelah berhasil dilasksanakan, melebihi
target yang telah ditetapkan. Namun demikian letap ada beberapa kendala
dalam pencapaian sasaran tersebul. yaitu sebagai berikut
a.  pelaksanaan kegiatan P4GN oleh mitra kerja sama belum seluruhnya

mencakup ruang lingkup yang tertuang dalam Nota Kesepahaman;

b.  belum optimainya kegiatan monitoring dan evaluas: palaksanaan kerja
sama dengan instansi pemerntah dan komponen masyarakat baik
datam maupun luar negern, dan

¢. adanya perbedaan regulasi di seliap negara dalam penanganan
masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pencapaian sasaran strategis melalui indikator “persentase efektivitas
kerja sama nasional dan internasional” sebesar 107 44% juga merupakan
efziensi stas sumber daya dalam pelaksanaan kefla sama di bidang PAGN
baik keuangan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia melalui
pelaksanaan kerja sama di bidang PAGN yang tidak didukung dengan
anggaran APBN melainkan didukung dengan anggaran dan atas inisiasi darl

mitra kefja sama serta adanya beberapa penandatanganan Nofa
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Kesspahaman dan Perjanjian Ketja Sama yang dilaksanakan secara desk
to desk Hal ini menunjukkan adanya kesadaran instansl pemerintah dan
komponen masyarakat baik dalam dan luar negeri untuk ikut berpartisipasi
pada kegatan-kegiatan di bidang P4GN

Pencapaian tingkal efektivitas kerja sama nasional dan internasional
sebesar 107 44% didukung oleh kinerja dan eselon |l Direktoratl Kerja Sama
yang dicapal melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase ketja sama
yang efektif dengan target sebesar 100% pada tahun 2023, Target lersebut
dicapai melalui implementasi kegiatan bidang P4GN dengan instansi
pemernntah dan komponen masyarakat di dalam negeri dan luar negeri
berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan antara BNN dengan
instansi pemerintah dan komponen masyarakat sesuai yang testuang dalam
ruang lingkup Nota Kesepahaman dan Peranjan Kena Sama, dengan
gambaran pencapaian kinefja eselon |l sebagai berikut.

Meningkatnya jalinan Persentase
kerja sama BNN dengan | kerja sama
lembaga dalam neger| yang efekni
dan luar negen

Dan B8 (enam puluh delapan) kefja sama di bidang P4GN yang
dilaksanakan pada tahun 2023, terdapat 68 (enam puluh delapan) kera
sama yang sudah ada lindak lanjutnya, sehingga seluruh kerja sama pada
tahun 2023 sudah ada implementasi tindak lanjutnya berupa kegiatan-
kegiatan di bidang PAGN yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan
komponen masyarakat bak dalam negeri maupun luar negen sebesar
100%. Dengan kata lain hasil ini sesuai dengan targetl capaian yang telah
ditetapkan sebesar 100%. sehingga pencapaian larget kinerja persentase
kerja sama yang efekiif adalah sebesar 100%.
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Pencapaian target kinerja Direktorat Kerja Sama (Eselon 11) tersebut di
atas, sangat mempengaruhl pencapaian sasaran Deputi Bidang Hukum dan
Kerja Sama melalui indikator kineria program “Persentase efeklivitas kerja
sama nasional dan internasional” sebesar 107 44% karena implementasi
kerja sama merupakan salah satu fakier untuk mengetahul tingkat
glektivitas dan pelaksanaan kena sama bidang PAGN di tingkat nasional
dan internasional

Rekomendasirencana aksi ke depan dalam upaya peningkatan kena

sama di bidang P4GN antara lain:

a  meningkatkan kesadaran berbagai pihak di dalam dan luar negen uniuk
turul serta bekarja sama dalam upaya PAGN,

b, mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama nasional dan intemasional
yang sudah ada;

¢. meningkatkan kegiatan observarsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kerja sama nasional dan internasional serta revisi apabila ada ruang
lingkup kerja sama yang tidak dapat diimplementasikan,

d. meningkatkan sinergitas kerja sama internasional baik bilateral maupun
multilataral dalam menangani perbedaan reguiasi di setiap negara terkait
masalah Narkotika dan Prekursor Narkotika,

Dalam menindaklanjuti rekomendasirencana aksi pada Laporan Kinerja
tahun 2022, telah dilakukan angkah-langkah sebagai benkut:

a. menggerakkan instansi pemerintah dan komponen masyarakat di dalam
dan luar negen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya PAGN;

b, mendorong selurub instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang
sudah bekerja sama dengan BNN di tingkat nasional dan intemasional
untuk lebih meningkatkan implementas) kerja sama meialul barbagal
kegiatan P4GN sesuai ruang lingkup kerja sama yang disepakati
bersama.
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¢ maningkatkan pelaksanaan kegialan monitoring dan evaluasi kerja sama
nasional dan internasional unfuk mengetahul sefauhmana efektivitas
kerja sama yang telah diaksanakan dan melakukan perbaikan lerhadap
ruang lingkup keria sama yang tidak dapat dimplementasikan, sehingga
tidak ada lagl kerja sama yang lidak ada implementasinya.

d.  membangun sinergitas kerja sama internasional balk bilateral maupun
multilatesal dalam menangani perbedaan regulasi di sstiap negara terkait
masalah Narkofika dan Prekursor Narkotika.

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2023 Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mendapat alokasi
APBN sebesar Rp. 11.996.121.000.- (sebelas milyar sembilan ratus sembilan
puluh enam juta seratus dua puluh satu nbu rupish). Dalam penalanan tahun
anggaran 2023 terdapal kebijakan pemerintah untuk keperluan blokir anggaran
sehesar Rp. 1.757.189.000,- (salu milyar tujuh ratus lima puluh tujub juta
seratus delapan puluh sembilan nbu rupiah). adanya refocusing/penghematan
anggaran untuk keperiuan penyedisan anggaran kenaikan tunjangan kinerja
ENN BNN sebesar Rp. 302 640 000.- (tiga ratus dua juta enam ratus empat
puluh ribu rupiah), dan mendapat tambahan anggaran untuk penyelenggaraan
kegiatan The 45" Meefing of Heads of Nafional drug Law Enforcement
Agencies Asia and The Pacific (HONLAP) sebesar Rp  B07 596 000,- (delapan
ratus tujuh juta ima ratus sembilan puluh enam ribu rupiab), Pengajuan buka
blokir anggaran Direktorat Kerja Sama tahun 2023 mendapat persetujuan dari
Kemenlernan Keuangan, sehingga tolal anggaran selelah revisi akhir sebesar
Rp. 12.501.077.000.- (dua belas milyar lima ratus satu juta tujuh puluh tujuh
nbu rupiah) dengan rincian sebagai benkut:
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Anggaran tersebul dialokasikan untuk mencapal sasaran meningkatnya
produk dan layanan hukum serta kerja sama nasional dan internasional bidang
PAGN melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu indikator kinerja indeks layanan
hukum bidang PAGN dan persenlase efeklivitas kera sama nasional dan
internasional yang dilaksanakan untuk mendukung 1 (satu) program yaitu
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkaba.

Dan alokasi anggaran sebesar Rp 12.501.077.000- telah terealisasi
sebesar Rp, 12 042 429 699,- (96,33%), sisa anggaran sebesar Rp 458,647 301, -
{3,87%), dengan gambaran grafik sebagal berkut

Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2023

= Roalisasi «Sisa
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Sisa anggaran tersebutl disebabkan wakiu panyelesaian tugas lebih cepat
darl yang direncanakan dan adanya efisiens| penggunaan anggaran dalam sstiap
pelaksanaan kegiatan
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BAB IV
PENUTUP

apalan yang disajikan dalam LKIP Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama
Tahun 2023 mesupakan realisasi kinerja dari 2 (dua) Direkiorat yaitu
Direktorat Hukum dan Direktorat Kerja Sama. Capaian kinefja Deputi Bidang
Hukum dan Kerja Sama menggunakan pengukuran kinera yang dilakukan
bardasarkan Sasaran Strategis, IKU, Target dan Realisasi

Laporan akuntabilitas i merupakan cerminan dan kinera Deputi Bidang
Hukum dan Kegja Sama tahun 2023 dan capaian kinerja yang diperoleh dari program
kegiatan Deputi Bidang Mukum dan Kena Sama berdasarkan Rencana Kena dan

Penanjian Kinena yang telah ditetapkan pada Tahun 2023

Fada tahun anggaran 2023, 2 (dua) targel Indikator Kinerja Program yang
teiah ditetapkan oleh Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama, belum dapat dicapal
sesuai dengan larget yang telah ditetapkan, Oleh karena itu, ke depan masih tetap
harus bekerja keras menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering muncul
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar selalu membenkan kontribusi nyata
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pada Deputi Bidang
Hukum dan Kerja Sama secara proporsional sesuai dengan kebutuhan tugasnya

Dengan demikian, Deputl Bidang Hukum dan Kera Sama dalam pelaksanaan
lugas dan fungsinya tidak saja mampu memenuhi largel sasaran yang telah
ditetapkan tetapi juga harus lebih responsif terhadap permasalahan, kebutuhan, dan
tuntutan terhadap upaya perbaikan citra birokrasi pemernintahan.
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PERJANIIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA
TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabe!l serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah
ini;
Nama : Drs. AGUS IHHHT'D, S.H., Hrﬂff “-Hq PH.D.
Jabatan : DEPUTI HUKUM DAN KERJA SAMA BNN

salanjutnya disebut pihak pertama

Nama :Dr. PETRUS R. GOLOSE
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
seguyal lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasllan dan kegagalan pencapalan target kinerja
tersebut menjadi tanggung fawab kaml.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan
melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magetlang, 06 Februarl 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DEPUTI HUKUM DAN
/\‘\ G\/@b KERJA SAMA BNN

. PETRUS R. GOLOSE Drs. AGUS IRIANTO, S.H., M.5i.,
M.H., PH.D.



PERJANJIIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA

ol Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1 2 3 4
Meningkatnya produk dan

1 layanan hukum serta Indeks Layanan Hukum 4

asama nasional dan [Bidang PAGN Indeks

intarnasional bidang P4AGN
Meningkatnya produk dan

2 layanan hukum serta P:Tf?entas: :;:ﬁ':ﬁa o 100
kerjasama nasional dan Intemawas.lml il %
internasional bidang PAGN

i. Kegiatan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Rp.4.671.541.000
Bantuan Hukum

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan  Rp.6.373.366.000
Luar Negeri

3, Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Rp.951.214.000
Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Magelang, 06 Februar 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DEPUTI HUKUM DAN
G/éb KERJA SAMA BNN
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4. Kegiatan penyelenggaraan kerja sama internasional;
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